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Gambar IV.7 SOP Operasional New Normal
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BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN  

V.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pelaksanaan Praktik Kerja Profesi di BRT Transjateng dapat di simpulkan 

bahwa : 

1. Manajemen Health,Safety,Security and Enviromental pada Transjateng masih 

belum terpenuhi contoh pada saat pemeriksaan kendaraan terdapat petugas 

pemeriksa yang tidak menggunakan apd dan belum terpenuhinya lokasi 

pemeriksaan yang berkselamatan.  

2. Adanya perbedaan pada beberapa item standar pelayanan minimal antara 

Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2015 dengan Peraturan Gubernur Nomor 

13 Tahun 2019. 

3. Dari hasil pengamatan dengan melakukan perbandingan antara SK dirjen 

hubdat No.523 tahun 2015 denganForm checklist pemeriksaan kendaraan 

yang dimiliki oleh BRT Transjateng dinilai masih adanya beberapa kekurangan 

item yang dapat menunjang beroperasinya kendaraan yang berkeselamatan. 

4. Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan pada BRT Tranjateng yang belum 

memiliki acuan khusus sehingga dapat membahayakan petugas pemeriksa 

yang mengakibatkan kecelakaan kerja. 

V.2. Saran 

1. Untuk memenuhi peraturan perundang-undangan mengenai HSSEmaka pihak 

BRT Transjateng harus meyediakan APD bagi tim pemeriksa dan lokasi 

pemeriksaan yang khusus sehingga dapat mengurangi resiko kecelakaan.  

2. Perlu adanya penambahan item standar pelayanan minimum dari Peraturan 

Menteri Nomor 29 Tahun 2015 ke standar pelayanan minimum BRT 

Transjateng mengenai: 

a. Keamanan 

b. Keselamatan  

3. Perlu adanya penambahan item form checklist dari SK dirjen hubdat No.523 

tahun 2015 kedalam form checklist BRT Transjateng sehingga proses 

pemeriksaan lebih efektif dan efisien. 

4. Perlu adanya pembuatan dan penerapan SOP pemeriksaan sehingga petugas 

pemeriksa memiliki acuan dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan. 
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